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. RBI, BENGKULU - Puluhan
massa mengatasnamakan
Konsorsium Nasional LSM
provinsi Bengkuly, kernz_lrin
mendatangi gedung Kejak-
saan Tinggi (Kejati) Bengkulu.
Kedatangan puluhan massa
itu minta pihak Kejati cepat
untuk menuntaskan perkara
korupsi yang sudah naik ke
penyidikan saat ini. .

Dalam pernyataan sxk.ap-
nya puluhan massa itu, minta
kepada pihak Kejati untuk
segerd memberikan kepas-

tian hukum terhadap kasus
dugaan tindak pidana koru-
psi pada pengucuran TPP di
Kabupaten Seluma. Meminta
Kejati transparan dalam pen-

anganan semua kasus korupsi

di Kejati Bengkulu. Kemudian
meminta kepada Kejati agar
tidak kongkalingkong dalam
penanganan kasus TPP Kabu-
paten Seluma tersebut.

"Ada isu, penyelidikan kasus
TPP Seluma diistimewakan,
karena (pejabat terasnya,red)

keluarga besar kejaksaan.
w -

Dengan demikian kan}i men-
desak penyidik Kejat untuk
segera tuntaskan kasus dug-
aan adanya tindak pidana ko-

rupsi pada TPP Seluma itu,”

ucap Anwar.

Pernyataan yang menga-
takan Kejati Bengkulu, meng-
istimewakan kasus Seluma

_dibantah keras oleh Kasi
penkum Kejati Bengkulu, Ah-
mad Fuadi saat menyambut
perwakilan dari massa yang
menggelar aksi tersebut.

Menurut Kasi Penkum, tim

Kejati Janji Pastikan Usut Kasus Korupsi

penyidik kasus TPP Seluma
sudah bekerja maksimal dan
bekerja sesuai prosedur SOP
yang ada. Sejumlah saksi su-
dah dimintai keterangan,
bahkan Kejati sudah berkoor-
dinasi dengan Kemendagri
dan beberapa tim ahli.
Karena kasus masih dalam
pulbaket, tentu tim penyidik
lebih hati-hati mengungkap-
kannya ke publik. Terkecuali
kasus tersebut sudah dinaik-
kan ke tingkat penyidikan.
Pada prinsipnya apa yang di-

tuntut mereka ada kewajiban
pihak kejaksaan untuk me-
nyelesaikannya.
“Kejaksaaan tidak ada
mengisitimewakan suatu ka-
sus yang sedang diselidiki ini.
Semua proses penyidikan-
nya sama. Tidak ada tebang

pilih dalam pemberantasan -

korupsi ini. Kenapa kita be-
lum transparankan kasus TPP
Seluma ini, karena kasus itu
masih dalam pulbaket dan
belum naik ke Penyidikan,”
demikian ucapnya. (ide)




